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ABSTRACT 

 
The phenomenon of dissenting opinions has become a common issue related to the 

effectiveness and influence of dissenting opinions in maintaining justice and public 

trust in the judicial system in Indonesia. The first problem identified in this study is 

the role of dissenting opinions in court decisions in Indonesia, particularly in 

Supreme Court Decision Number 1048 PK/Pdt/2020. Second, how do dissenting 

opinions influence the quality of civil justice system development in Indonesia? This 

study aims to analyze the application of dissenting opinions in civil cases based on 

Supreme Court Decision Number 1048 PK/Pdt/2020 and their influence on the 

development of the judicial system in Indonesia. The method used is normative 

juridical with a case study approach and analysis of related laws. The results of the 

study show that although dissenting opinions do not change the majority decision, 

their existence is important in increasing transparency and providing space for 

criticism and reflection for future legal development. This study concludes that 

dissenting opinions are not a problem, but rather an important element that needs 

to be considered and developed for the quality of the Indonesian legal system. 

 

Keywords: Dissenting Opinion, Civil Cases, Supreme Court, Indonesian Judicial 

System, Legal Development 
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ABSTRAK 

 
Fenomena Dissenting Opinion atau perbedaan pendapat hakim menjadi 

permasalahan umum yang muncul terkait dengan efektivitas dan pengaruh 

Dissenting Opinion dalam menjaga keadilan serta kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem peradilan di Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini 

yang pertama yaitu bagaimana peran Dissenting Opinion dalam putusan perkara di 

Indonesia khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020? 

Kedua, bagaimana pengaruh Dissenting Opinion terhadap kualitas dana rah 

pengembangan sistem peradilan perdata di Indonesia? Penelitian ini bertujuan 

menganalisis penerapan Dissenting Opinion dalam perkara perdata berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020 serta pengaruhnya terhadap 

pengembangan sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah 

yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis undang-undang terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dissenting Opinion tidak 

mengubah keputusan mayoritas, keberadaannya penting dalam meningkatkan 

transparansi serta memberikan ruang bagi kritik dan refleksi untuk pengembangan 

hukum di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dissenting Opinion 

bukan merupakan masalah, melainkan elemen penting yang perlu diperhatikan dan 

dikembangkan demi kualitas sistem peradilan hukum Indonesia. 

 

Kata Kunci: Dissenting Opinion, Perkara Perdata, Mahkamah Agung, Sistem 

Peradilan Indonesia, Pengembangan Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara hukum, Indonesia menjaminkan warga negaranya 

agar dapat keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan 

kehakiman dengan proses peradilan.1 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan yang merdeka dan 

dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.2 

Tahapan dalam proses peradilan di Indonesia sudah diatur secara 

eksplisit dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan 

peraturan terkait lainnya. Dalam kasus perdata, tahapannya tidak hanya 

dimulai saat persidangan, tetapi juga selama proses sebelum dan setelah 

persidangan3. Sebelum persidangan, dikenal sebagai tahap pra-persidangan, 

terdiri dari proses penyusunan gugatan, pendaftaran dan penomoran 

perkara, penentuan majelis hakim, dan pemanggilan para pihak. Selain itu, 

 

 

 

 

 

1 Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik, Depok 

Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, Hal. 2. 
2 Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3 Emma Aulia, Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana. (Bandung: 

Nusamedia, 2019) hal. 7. 
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tahap setelah persidangan, di mana putusan pengadilan menjadi hukum 

tetap, juga melibatkan sejumlah tahapan.4 

Penyelesaian sebuah perkara bisa dilakukan secara litigasi 

maupun non-litigasi, penyelesaian perkara litigasi adalah proses 

penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana para 

pihak mengajukan gugatan dan persidangan dilaksanakan secara formal dan 

terbuka5. Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan penyelesaian 

perkara diluar pengadilan melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase, 

mediasi, negoisasi, konsiliasi, konsultasi, atau penilaian ahli yang bertujuan 

untuk mencapai kesepakatan bersama.6 

Berbeda dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi atau 

pengadilan. Tahapan proses berperkara melalui jalur pengadilan ini 

memakan waktu yang tidaklah sedikit, ada empat tahapan proses dalam 

menjalankan sebuah perkara yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 

untuk proses banding, Mahkamah Agung untuk proses kasasi dan yang 

terakhir adalah peninjauan kembali.7 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, 

 

4 Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan 

Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,” Jurnal Yustitia 13, no. 1 (2019): hal. 

1–17. 
5 Makarim, Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan 

Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional 

Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) (Bachelor's thesis, Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019, Hal. 12-13. 
6 Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." Jurnal Dinamika Sosbud 3.1 (2011): 49-65. 
7 Mochamad Basarah, “Prospektif Sistem Peradilan Di Indonesia”, Syiar Hukum 9, no. 3 (2007): 

hal. 69. 
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mengikuti, memahami setiap nilai-nilai hukum dan memberikan rasa 

keadilan yang hidup di masyarakat.8 Berdasarkan ketentuan ini, ada makna 

bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya 

dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.9 

Salah satu aspek penting dalam putusan pengadilan adalah 

adanya Dissenting Opinion atau pendapat berbeda. Dissenting Opinion 

merupakan pendapat berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu putusan 

yang berfungsi sebagai bentuk kebebasan berpikir hakim dan sebagai alat 

pengembangan.10 Menurut Bagir Manan, Dissenting Opinion adalah 

pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim minoritas atas 

putusan pengadilan, sehingga pendapat tersebut wajib dimuat dalam 

putusan.11 

Hakim Dissenting adalah hakim yang mempunyai pendapat 

berbeda dari hakim lain, hakim Dissenting biasanya mengungkapkan alasan 

mengapa berbeda pendapat sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku 

di peradilan Indonesia dan keputusan hakim Dissenting ini bisa menerima 

maupun menolak.12 Selain hakim Dissenting yang jelas berbeda pendapat, 

ada hakim mayoritas yang justru berpendapat sama dengan hakim lainnya 

 

 

8 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
9 Ratna Luhfitasari, “Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur 

Dalam Undang-Undang Nasional” vol .11, hal. 69–81. 
10 Hukumku.id, “Hakim Berbeda Pendapat? Ini Penjelasan Dissenting Opinion Dalam Hukum", 

https://www.hukumku.id/post, Diakses pada 07 Juli 2025. 
11 Hangga Prajatama, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk 

Mencari Keadilan Di Indonesia,” Verstek: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2014): 41–50. 
12 Suhendar, Penerapan Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Dalam Penyelesaian Sengketa 

Tanah Warisan (Studi Putusan No: 21/PDT/2013/PT-MDN) (Doctoral dissertation, Universitas 

Medan Area), 2016, Hal. 6. 

http://www.hukumku.id/post
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ibarat di ketiga hakim tersebut terbagi menjadi 1 orang hakim Dissenting 

 

dan 2 orang hakim mayoritas. 

 

Fenomena perbedaan pendapat di antara para hakim dalam 

putusan perkara perdata yang menolak permohonan atau gugatan semakin 

meningkat. Fenomena ini dikenal dengan istilah Dissenting Opinion.13 

Dissenting Opinion adalah suatu alat yang diberikan kepada seorang hakim 

untuk lebih mandiri dan teliti dalam memutuskan suatu perkara, perlu 

diadakannya kajian yang lebih mendalam tentang pengaturan Dissenting 

Opinion yang masih belum jelas aturan hukumnya di Indonesia dan perlu 

dibuat aturan baru yang berkonsentrasi tentang berpengaruhnya suatu 

Dissenting Opinion dalam menjatuhkan Putusan akhir suatu perkara 

sehingga Dissenting Opinion bukan hanya sebagai pelengkap pada Putusan 

akhir, namun sebuah pertimbangan yang berpengaruh dan mempunyai 

landasan hukum yang kuat.14 

Seperti pada putusan Nomor 798/Pdt.G.PLW/2015/PN.JKt.Sel 

yang merupakan Putusan Tingkat Pertama dari objek penelitian ini. 

Sengketa ini berupa perkara kepemilikan unit apartemen yang memiliki 

Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 863/X/B atas nama 

Roedy Marudut Panggabean (Turut Terlawan), kemudian apartemen ini 

dijual kepada PT. Kencana Namora Indonesia (Pelawan) berdasarkan Akta 

Jual Beli No. 04/2011 tanggal 18 februari 2011. 

 

13 Permana, T. C. I, Pengujian keputusan diskresi oleh pengadilan tata usaha negara (Doctoral 

dissertation, Universitas Diponegoro). 2019, Hal. 5. 
14 Hangga Prajatama, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk 

Mencari Keadilan Di Indonesia,” 50. 
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Majelis hakim menolak seluruh gugatan dan berpendapat bahwa 

apartemen tersebut telah menjadi objek sita jaminan atas permintaan pihak 

lain dalam perkara sebelumnya, dan jual beli apartemen tersebut terjadi 

setelah adanya gugatan perdata yang berpotensi menyebabkan 

penyitaan. Dan Majelis hakim menilai bahwa pelawan tidak memiliki itikad 

baik karena transaksi jual beli dilakukan berdekatan dengan permohonan 

sita jaminan. Pihak pelawan yang kalah dalam persidangan ini tidak puas 

dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut dan 

pihak pelawan mengajukan banding untuk tindak lanjut perkara ini. 

Upaya banding dilakukan oleh pihak pelawan yaitu PT. Kencana 

Namora Indonesia dengan register Putusan Nomor 336/PDT/2017/PT.DKI 

dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya. 

Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding dari 

PT. Kencana Namora Indonesia dan menguatkan putusan tingkat 

pertamanya karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penetapan sita 

jaminan atas unit apartemen yang disengketakan sudah sesuai dengan 

prosedur hukum yang berlaku. 

Putusan banding tidak dikabulkan, PT. Kencana Namora 

Indonesia lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam register 

Nomor 340 K/Pdt/2018 dan dikabulkan. Alasan Mahkamah Agung 

mengabulkan permohonan kasasi pihak pelawan ini karena Mahkamah 

Agung menyatakan bahwa Pt. Kencana Namora Indonesia ini merupakan 

pembeli  yang  beritikad  baik  karena  saat  membeli  objek  sengketa 
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(apartemen) masih bersih dan belum disita. Mahkamah Agung pun 

menyatakan bahwa Akta Jual Beli sah dan sita jaminan yang dilakukan atas 

apartemen tersebut tidak sah dan harus diangkat. Dengan Demikian 

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri, serta memenangkan PT. Kencana Namora Indonesia pada upaya 

kasasi ini. 

Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan 

register Nomor 1048 PK/Pdt/2020 terhadap putusan kasasi Mahkamah 

Agung sebelumnya yang dimenangkan oleh PT. Kencana Namora 

Indonesia karena pemohon beralasan bahwa dalam putusan kasasi tersebut 

terdapat kekeliruan hakim khususnya terkait statusnya sebagai pembeli 

beritikad baik atas unit apartemen yang menjadi objek sengketa tersebut. 

Namun Mahkamah Agung dalam putusan ini menilai bahwa alasan yang 

diajukan tidak dapat dibenarkan seluruhnya karena tidak ditemukan adanya 

kekeliruan hakim dalam berpendapat dalam putusan sebelumnya dan pada 

akhirnya pemohon peninjauan kembali ditolak dan pemohon dihukum 

untuk membayar perkara. 

Pada putusan peninjauan kembali tersebut terdapat Dissenting 

Opinion oleh salah satu hakim dan berpendapat bahwa tanah apartemen 

yang menjadi objek sengketa itu sudah tidak bersih karena sita jaminan 

sudah lebih dulu di daftarkan walaupun Akta Jual Beli lebih dulu tanggalnya 

dibandingkan sita, jadi jika Akta Jual beli dan sita jaminan didaftarkan pada 

hari yang sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih dulu mendaftar 
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ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

 

Dissenting Opinion yang ingin penulis bahas pada putusan 

tersebut berada di akhir putusan ini yaitu ada seorang hakim yang berbeda 

pendapat dengan hakim yang lainnya. Baik secara teoritis maupun praktis, 

dampak dari adanya Dissenting Opinion dalam putusan perdata tidaklah 

sederhana. Pertanyaan tentang integritas hukum dan yurisprudensi sering 

kali muncul karena perbedaan pendapat di antara para hakim.15 Jika terus 

terjadi hal seperti ini akan memicu keraguan bagi para praktisi hukum, 

masyarakat luas, dan para pencari keadilan lalu berpotensi mengurangi 

prediktabilitas putusan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem 

peradilan.16 

Salah satu konsep hukum yang bisa dikaitkan pada permasalahan 

tersebut adalah konsep Ratio Decidendi. Ratio Decidendi merupakan dasar 

putusan yang merupakan sistem formasi hukum dan mengarahkan 

pengambilan keputusan hakim pada sebuah perkara.17 Perbedaan 

pandangan hakim dalam membaca suatu perkara dan mencari Ratio 

Decidendi dapat memicu terjadinya perselisihan dalam praktik peradilan. 

Dilihat dari perspektif pengembangan hukum, adanya Dissenting 

Opinion ini adalah suatu nilai yang sangat strategis sebagai sumber 

 

15 Alamsyah. H, Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Peranan Dissenting Opinion Dan Concuring 

Opinion Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mk No 90/Puu- 

Xxi/2023) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), (2024), Hal. 8. 
16 Hasibuan, Himliah. "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi 

Yurisprudensi Mahkamah Agung." Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan 2.3 

(2024): 76-84. 
17 Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, “Substantive Aspects of Ratio Decidendi in Indonesian 

Criminal Justice System,” IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS 22, no. 7 

(2017): 43–48. 
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terbentuknya yurisprudensi di masa yang akan datang. Joe McIntyre dalam 

penelitiannya yang berjudul “In Defence Of Judicial Dissent” menyebutkan 

bahwa ada beberapa peran Dissenting Opinion yaitu: 

“Dissent as prophecy for the law as embodying a democratic 

ideal as an institutional form of civil disobedience as safety 

mechanism against majority error as a spur within the court to 

greater quality in decision-making as clarifier of law and as a 

lever by which to undermine decisions”.18 

 

Joe McIntyre menyebutkan bahwa dalam sebuah pengadilan, 

perbedaan pendapat adalah bentuk sah dari perbedaan pendapat atau 

keberanian. Selain itu, perbedaan pendapat membantu mencegah kesalahan 

mayoritas, meningkatkan kualitas keputusan, memperjelas hukum, dan 

memberikan kesempatan untuk mengkritik dan mengubah keputusan 

mayoritas untuk memperbaiki hukum. 

Urgensi dalam penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih 

dalam mengenai dampak Dissenting Opinion terhadap kepercayaan publik 

pada sistem peradilan dan pengembangan hukum. Penelitian terdahulu oleh 

Jerry Mario Laluyan dengan judul “Dissenting Opinion Putusan Pengadilan 

Dalam Hukum Positif Indonesia”19 dan penelitian oleh Tria Septiana yang 

berjudul “Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata”20, keduanya 

sama-sama membahas mengenai Dissenting Opinion tetapi menunjukan 

bahwa meskipun ada banyak yang membahas mengenai  Dissenting 

 

 

18 Joe McIntyre, “In Defence of Judicial Dissent,” Adelaide Law Review 37, no. 2 (2016): 431–59. 
19 Laluyan, Jerry Mario. "Dissenting opinion putusan pengadilan dalam hukum positif 

Indonesia." Lex et Societatis 3.9 (2015), Hal. 10. 
20 Septiana, Tria. "Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata." Jurnal Ilmiah, Universitas 

Mataram, 2019. 
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Opinion, masih sedikit yang berfokus pada konteks putusan yang ditolak 

oleh mayoritas hakim seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

1048/PK/Pdt/2020. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berfokus pada 

analisis putusan yang memuat dasar pertimbangan hakim dalam putusan 

tersebut dan membandingkan karakteristik putusan perdata yang terdapat 

Dissenting Opinion dengan putusan yang selesai tanpa adanya Dissenting 

Opinion dengan judul “Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara 

Perdata : Studi Kasus Terhadap Putusan Yang Ditolak Mayoritas 

Hakim (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 Pk/Pdt/2020)”. 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Dissenting Opinion dalam putusan perkara di 

Indonesia khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 

PK/Pdt/2020? 

2. Bagaimana pengaruh Dissenting Opinion terhadap kualitas dan arah 

pengembangan sistem peradilan perdata di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis secara mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

menyampaikan Dissenting Opinion dengan mengkaji putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020 serta dampaknya terhadap kualitas dan 
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arah pengembangan sistem peradilan perdata di Indonesia. Oleh karena itu 

diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjawab rumusan masalah 

yang berfokus pada tujuan: 

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menyampaikan 

Dissenting Opinion dalam perkara perdata putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1048 PK/Pdt/2020. 

2. Untuk mengidentifikasi kontribusi Dissenting Opinion dalam proses 

pembentukan dan pengembangan sistem peradilan perdata di Indonesia 

dan pendapat yang berbeda dapat menjadi dasar perubahan atau 

pembaruan suatu hukum. 

Penelitian dilakukan tentunya mempunyai manfaat dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis terhadap permasalahan hukum yang menjadi 

objek dalam penelitian ini. 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

manfaat berupa: 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Memperkaya literatur hukum tentang Dissenting Opinion dalam 

sistem peradilan perdata di Indonesia, khususnya terkait dasar 

pertimbangan hakim dan implikasinya terhadap putusan 

pengadilan dalam konteks perdata. 

b. Memberikan landasan akademis yang kuat guna memperkuat 

untuk kajian lebih lanjut tentang fungsi dan dampak Dissenting 
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Opinion dalam penegakan hukum khususnya di Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan pembuat kebijakan 

dalam mengembangkan mekanisme Dissenting Opinion yang 

lebih jelas dan efektif di Indonesia. 

b. Membantu dalam meningkatkan kualitas putusan pengadilan 

dengan mendorong hakim untuk menyampaikan pendapat 

berbeda secara konstruktif, sehingga perlindungan hukum bagi 

masyarakat menjadi lebih optimal. 

c. Memberikan wawasan bagi para praktisi hukum, seperti advokat 

dan akademisi dalam memahami dinamika putusan yang 

mengandung Dissenting Opinion serta implikasinya terhadap 

kepastian dan keadilan hukum. 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, diperlukan suatu 

kerangka pemikiran yang komprehensif untuk dapat memahami bagaimana 

Dissenting Opinion terjadi dan berperan dalam suatu putusan khususnya 

dalam putusan perdata yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2020. 

Penafsiran hukum yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan 

tidak selalu sama, sehingga perbedaan pendapat atau Dissenting Opinion 

menjadi sebuah cerminan bahwa adanya keberagaman dalam memahami 
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hukum acara maupun hukum materiil.21 Fenomena ini menunjukkan adanya 

dinamika dalam proses penemuan hukum yang dijalankan hakim dalam 

menegakkan keadilan, dimana Dissenting Opinion berperan sebagai suara 

alternatif yang dapat memperkaya kualitas putusan dan memberikan ruang 

bagi evaluasi ulang terhadap keputusan mayoritas.22 

1. Teori Hukum Progresif 

 

Kata progresif berasal dari Bahasa inggris yaitu “progress” yang 

berarti maju. Progresif merupakan kata sifat dan dapat disimpulkan 

bahwa progresif disini bersifat maju. Jika dikaitkan dengan hukum maka 

disebut dengan hukum progresif yang berarti bahwa hukum yang 

sifatnya maju.23 

Menurut Satjipto Rahardjo tentang teori hukum progresif, Satjipto 

Rahardjo mengatakan bahwa dalam penegakan hukum progresif hukum 

tidak hanya sekedar apa yang ada dalam undang-undang (according to 

the letter), tetapi yang lebih penting yaitu semangat dan makna terdalam 

dari undang undang (to very meaning).24 Maka dari itu penting bagi 

penegak hukum untuk tidak hanya cerdas secara intelektual namun 

harus dipenuhi dengan determinasi, rasa empati terhadap penderitaan 

bangsa, komitmen dan dedikasi, yang disertai keberanian untuk untuk 

 

21 Nabiilah, Nadaa Shubi. Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Analisis 

Putusan Nomor 816/K/Pid/2023). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2024, Hal. 8. 
22 Alamsyah, Hajir. Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Peranan Dissenting Opinion Dan Concuring 

Opinion Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mk No 90/Puu- 

Xxi/2023). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, Hal. 15. 
23 Abdul Khoiruddin, “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis 

Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Di Indonesia),” 2011, 28–77. 
24 Rahardjo, Satjipto. Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas, 2010, Hal. 10. 
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menyelesaikan permasalahan hukum di luar kebiasaan.25 

 

Teori ini penting adanya bagi peradilan di Indonesia, gagasan pada 

hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang menarik karena 

cara kerja hukum progresif yaitu menggugat keberadaan hukum yang 

sudah modern dan dianggap mapan dalam cara berhukum di masyarakat 

selama ini.26 Teori hukum progresif membantu menjelaskan pentingnya 

keberadaan Dissenting Opinion sebagai bagian dari proses penegakan 

hukum yang sifatnya adaptif dan berkeadilan di Indonesia, sekaligus 

bisa memberikan justifikasi normatif bagi para penegak hukum untuk 

melakukan reformasi hukum demi keberlangsungan dan kemajuan 

peradilan di Indonesia.27 

2. Teori Kewenangan Hakim 

 

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan oleh 

Undang-Undang dengan tujuan untuk melaksanakan kekuasaan 

kehakiman dengan cara menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus 

sebuah perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.28 Kewenangan ini bersifat independen karena hakim wajib 

 

 

25 Ahmad Faisal, “Progressive Legal Thought Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,” International Journal 

of Cross Knowledge 1, no. 2 (2023): 314–28. 
26 Bening Permata Damarsari, Widhi Handoko, dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Penerapan 

Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa 

Izin,” Notarius 14, no. 1 (2021): 194–205. 
27 Utama, Zulfikar Putra. Kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa proses 

pemilihan Presiden 2024 di tinjau dari aspek kepastian hukum. BS thesis. Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal. 12. 
28 Khusnul, “Kekuasaan kehakiman di Indonesia: struktur dan peran dalam ketatanegaraan”, 

Mahkamah Agung republik Indonesia, pengadilan tinggi agama palu, pengadilan agama poso, 2022, 
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menjaga kemandirian, objektivitas, dan tidak boleh dipengaruhi oleh 

pihak manapun dalam memutus sebuah perkara.29 

Prinsip-prinsip penting mengenai kewenangan hakim ini juga diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 

dan 5 yaitu hakim yang mandiri, mengadili menurut hukum dan tidak 

membeda-bedakan, hakim mempunyai keharusan untuk menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat.30 

Dasar kewenangan hakim diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

mengaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk megadili perkara 

yang telah diajukan kepadanya, dan hakim juga harus menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat.31 Teori kewenangan hakim juga menekankan 

bahwa hakim dalam memutus sebuah perkara tidak hanya terikat pada 

teks hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan dan nilai-nilai sosial yang 

berkembang di masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan benar- 

benar mencerminkan keadilan yang substantif.32 

 

 

 

https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia- 

struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan. Diakses pada 08 Juli 2025. 
29 Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat 

Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2016): 217. 
30 Sunarto, S, “Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(2), 

2016, Hal. 249-276 
31 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, No. 48 Tahun 2009, Pasal 4 dan 5 (2009). 
32 Siregar, V. A., & Tanjung, A. S, Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan 

dalam Proses Pengambilan Keputusan. Juris Sinergi Journal, 1(2), hal 73-82, 2024. 

https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan
https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan
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3. Teori Realisme Hukum 

 

Realisme hukum sangat memperhatikan aspek empiris dari hukum 

dengan menekankan bahwa hukum seharusnya dipahami tidak hanya 

dalam bentuk teks Undang-Undang, tetapi juga diimplementasikan di 

lapangan.33 Teori ini adalah sebuah aliran dalam filsafat hukum yang 

menekankan pentingnya memandang hukum sebagaimana adanya 

dalam praktik nyata bukan sebagai respons terhadap pandangan hukum 

yang terlalu formalistik dan dogmastis seperti positivisme hukum, yang 

hanya memandang hukum sebagai kumpulan aturan yang tertulis tanpa 

mempertimbangkan kenyataan sosial di masyarakat.34 

Jerome Frank yang dianggap sebagai bapak realisme hukum 

merupakan seorang hakim dan professor hukum di Amerika Serikat.35 

Frank berpendapat bahwa keputusan suatu hukum tidak selalu didasari 

oleh aturan yang objektif dan tetap, tetapi ada juga yang dipengaruhi 

oleh pandangan subjektif hakim, pengalaman pribadi, dan persepsi 

terhadap fakta-fakta dalam suatu kasus. Jadi hukum bukanlah suatu 

sistem yang tertutup dan tidak berubah, melainkan suatu alat yang 

sangat dipengaruhi oleh Interpretasi individu dan konteks sosial.36 

 

 

 

 

 

33 Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). 

Penerbit Widina, 2023, Hal. 20. 
34 Almitra Indira, “Realisme Hukum,” Artikel hukum, 2021, Hal 3. 
35 Safrin Salam, S. H., et al. Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer. Zifatama Jawara, 2020, 

Hal. 15. 
36 Badriyah, S. M, “Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic”. Sinar Grafika, 2022, 

Hal. 11. 
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4. Konsep Dissenting Opinion 

 

Konsep Dissenting Opinion dalam sebuah sistem peradilan di 

Indonesia merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya kebebasan 

dalam berpendapat yang pendapatnya berbeda dan diajukan oleh hakim 

anggota yang tidak sependapat dengan putusan mayoritas, baik dalam 

aspek pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya.37 

Dalam praktiknya, Dissenting Opinion ini memiliki fungsi sebagai 

mekanisme kontrol internal, transparansi, dan dinamika intelektual pada 

lingkungan peradilan.38 Keberadaan Dissenting Opinion ini tidak hanya 

mencerminkan independensi hakim, namun menjadi salah satu indikator 

dalam proses musyawarah pada pengambilan keputusan yudisial. 

Bahkan, Dissenting Opinion dapat menjadi cikal bakal perubahan 

yurisprudensi dan menjadikan berkembangnya doktrin hukum 

Indonesia di masa depan karena pendapat pendapat minoritas tersebut 

bisa saja diadopsi oleh putusan-putusan selanjutnya atau menjadi 

referensi penting bagi hukum nasional.39 

5. Konsep Ratio Decidendi 

 

Ratio Decidendi yaitu inti dari suatu alasan hukum utama yang 

menjadi  sebuah  dasar  seorang  hakim  dalam  mempertimbangkan 

 

37 Sirait, Henny Handayani. "Dissenting Opinion sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat 

Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materil." Medan: Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara (2014), Hal. 5. 
38 Siregar, M. A. Independensi Hakim dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Putusan Nomor: 

90/PUU-XXI/2023 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta), Hal. 9. 
39 Tria Septiana, “Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata,” Jurnal Ilmiah, 2019, 1– 

14. 
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putusannya untuk memutus sebuah perkara yang sedang dijalani. 

Konsep Ratio Decidendi ini sangat penting keberadaannya bagi sebuah 

peradilan karena Ratio Decidendi lah yang menjadi pembeda antara 

putusan yang bersifat mengikat (binding) dan putusan yang bagiannya 

hanya berupa obiter dictum atau pendapat sampingan yang tidak 

mengikat.40 

Ratio Decidendi adalah prinsip hukum yang diambil dari sebuah 

fakta yang relevan dan diterapkan dalam sebuah kasus sehingga dapat 

dijadikan pedoman untuk putusan-putusan kedepannya pada kasus 

serupa.41 Dengan demikian, Ratio Decidendi tidak hanya berfungsi 

sebagai dasar yang logis juga yuridis bagi putusan hakim, tapi berfungsi 

juga sebagai sumber utama terbentuknya yurisprudensi dan konsistensi 

hukum di pengadilan. Pemahaman yang tepat terhadap Ratio Decidendi 

sangatlah penting bagi praktisi hukum karena pada bagian inilah yang 

menjadikan sebuah acuan oleh hakim, advokat, maupun akademisi 

ketika menghadapi sebuah perkara dengan permasalahan hukum yang 

sama di kemudian hari.42 

E. Metode Penelitian 

 

Penelitian adalah proses ilmiah yang sistematis dan terencana untuk 
 

 

 

 

40 Salmah S, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan 

Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)” (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), Hal. 3-4. 
41 Pratama, Aditya Putra. "Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Persfektif Keadilan Hukum." Jurnal Ilmiah 

Wahana Pendidikan 10.15 (2024): 222-236. 
42 , Hal. 12-13. 
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mendapatkan informasi atau data43. Tujuannya dari sebuah penelitian 

adalah untuk memahami, menjelaskan, atau memecahkan masalah tertentu. 

Proses ini melibatkan tahapan-tahapan seperti perencanaan, pengumpulan 

data, analisis, dan pelaporan hasil. Penelitian menghasilkan informasi yang 

berguna dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Di berbagai 

bidang, penelitian berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Menurut Soerjono Soekanto dalam Kornelius Benuf dan Muhamad 

Azhar (2020), penelitian hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal 

yang sifatnya normatif atau hukum yuridis normatif atau penelitian hukum 

normatif pada dasarnya merupakan suatu kajian yang mengkaji aspek 

internal pada hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

ada di dalamnya44. Fokus pada penelitian ini yaitu banyak mempelajari 

aturan-aturan hukum secara tertulis, seperti undang-undang, pengaturan, 

putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. 

Penggunaan penelitian normatif, peneliti tidak perlu turun langsung 

ke lapangan untuk melakukan wawancara atau mengumpulkan subuah data 

yang bersumber dari masyarakat, melainkan dengan cara mengumpulkan 

dan melakukan analisis dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan sumber 

hukum lainya yang relevan. Oleh sebab itu, penggunaan metode yuridis 

 

 

43 Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, dan Nurmalinda Zari. metodologi penelitian kualitatif, 

kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo). CV. Azka Pustaka, 

2022, Hal. 4. 
44 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33. 
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normatif digunakan pada penelitian ini yang akan fokus mengkaji dan 

menganalisis bahan hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait 

dengan Dissenting Opinion dan keterlibatannya dengan pembahasan yang 

relevan. 

Berdasarkan uraian metode penelitian diatas, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Penelitian ini berfokus pada studi kasus terhadap putusan dalam 

pengadilan perdata yang gugatannya ditolak dengan tujuan utama untuk 

menganalisis lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

menerapkan dan menyampaikan Dissenting Opinion pada persidangan 

dalam memutus sebuah perkara. Penelitian ini tidak hanya mencari 

pertimbangannya dalam putusan, tapi berupaya membandingkan 

karakteristik putusan perdata yang dijadikan sebagai objek penelitian ini 

disertai oleh Dissenting Opinion atau hanya putusan seperti pada 

umumnya tanpa ada Dissenting Opinion. 

Melakukan sebuah penelitian hukum dibutuhkan metode dalam 

penyusunannya. Metode dalam melakukan sebuah penelitian hukum 

menggunakan metode pendekatan yang tujuannya untuk mendapatkan 

bahan atau informasi dari berbagai macam sumber dan aspek yang 

relevan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.45 Maka dari 

 

45 Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., 

& Paminto, S. R, Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. 

Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, Hal. 10-12. 
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itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu: 

 

a. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan 

menganalisis dan membandingkan keputusan perdata terkait dan 

relevan dengan topik penelitian ini yaitu Putusan Nomor 1048 

PK/Pdt/2020 tentang sengketa kepemilikan apartemen dan 

putusannya ditolak oleh hakim mayoritas dan ada Dissenting 

Opinion diakhir putusan yang menjadi tujuan utama penelitian ini. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk 

mempelajari konsep-konsep penting dalam hukum seperti hukum 

progresif, kewenangan hakim, realisme hukum, konsep mengenai 

Dissenting Opinion dan Ratio Decidendi yang didasarkan pada teori 

hukum dan gagasan para ahli hukum. 

c. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

 

Penelitian ini mengkaji dan meninjau peraturan perundang- 

undangan yang relevan, seperti HIR/RBG, Undang-Undang 

Mahkamah Agung, dan peraturan lainya yang secara eksplisit 

mengatur hukum acara perdata khususnya mengenai perbedaan 

pendapat atau Dissenting Opinion. 

2. Tahap Penelitian 

 

Penelitian ini melewati beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 

 

a. Tahapan persiapan, dalam tahap ini penyusun membuat 
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rancangan dan kerangka penelitian yang dimana harus rinci juga 

detail apa aja yang akan dijadikan pembahasan untuk penelitian 

kedepannya. 

b. Tahap penelitian, pada tahapan ini penyusun mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan dan relevan dengan pembahasan 

melalui metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan 

sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, penyusun menggunakan 

data yang relevan dan sumber datanya saling berhubungan satu sama 

lain. Penyusun mengumpulkan beberapa sumber data antara lain 

sumber data primer, sumber data sekunder dan juga sumber data tersier 

yang masing-masing dalam pengumpulannya menggunakan metode 

studi pustaka (Library research). 

Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan 

berbagai macam sumber yang ada di perpustakaan seperti buku 

referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, 

serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin 

dipecahkan.46 Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini 

 

46 Milya Sari, “Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa , ISSN : 2715- 

470X ( Online ), 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam 

Penelitian Pendidikan IPA,” 2020, 41–53. 
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antara lain: 

 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat 

permasalahan yang diteliti.47 Maka bahan hukum primer dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 

 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman 

3) Undang-Undang Republik Indonesia No 49 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Umum 

4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

 

5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

 

6) Putusan Nomor 789/Pdt.G.PLW/2015/PN.JKt.Sel. tentang 

Sengketa Kepemilikan Unit Apartemen 

7) Putusan Nomor 336/Pdt/2017/PT.DKI. tentang Upaya Banding 

Sengketa Kepemilikan Unit Apartemen 

8) Putusan Nomor 340 K/Pdt/2018. tentang Upaya Kasasi 

Sengketa Kepemilikan Apartemen 

9) Putusan Nomor 1048 PK/Pdt/2020. tentang Peninjauan Kembali 

Sengketa Kepemilikan Apartemen 

b. Bahan Hukum Sekunder 
 

 

 

47 Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir,” hukum online, 2022, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir- 

lt63a46376c6f72/. Diakses pada 08-07-2025. 

http://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-
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Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang hanya 

berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dan tidak 

mengikat secara langsung seperti rancangan perundangan,48 hasil 

karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, jurnal 

hukum, jurnal penelitian, skripsi hukum, artikel hukum dan lain 

sebagainya yang serupa49. 

c. Bahan hukum tersier 

 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.50 

Bahan hukum tersier pun yang memberikan informasi tambahan 

atau petunjuk seperti kamus hukum, buku tentang hukum acara 

perdata, buku-buku hukum lainnya yang relevan dengan penelitian, 

ensiklopedia, majalah dan internet.51 

4. Alat Pengumpulan Data 

 

Alat pengumpulan data digunakan pada penelitian normatif ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan sumbernya 

berdasarkan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, buku, 

jurnal dan artikel hukum yang relevan dan saling berkaitan dengan 

 

 

 

48 Susanti, Dyah Ochtorina, et al. Penelitian Hukum: Legal Research. Sinar Grafika, 2022, Hal. 23. 
49 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33.” 
50 Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam 

menyelenggarakan penelitian hukum." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8 (2021): 

2463-2478. 
51 Yaqin, H, Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media 

Telepon (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945), 2019, Hal. 7. 
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permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

 

5. Analisis Data 

 

Penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif dengan 

sumber utama yang dianalisis berupa putusan Mahkamah Agung dalam 

perkara perdata yang gugatannya ditolak dan memuat Dissenting 

Opinion. 

Putusan dalam penelitian ini dikaji secara menyeluruh untuk 

menafsirkan dan melakukan analisis pertimbangan hakim dalam 

memutus sebuah perkara yang ada perbedaan pendapat hakimnya 

Selanjutnya akan membandingkan karakteristik putusan yang menjadi 

objek dalam penelitian ini yang disertai Dissenting Opinion atau hanya 

putusan biasa saja yang tidak memuat Dissenting Opinion. 

6. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian yang dilaksanakan mengenai Dissenting Opinion 

pada putusan perkara yang ditolak dan menjadikan studi kasus putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1048/ PK/Pdt/2020 ini dilakukan secara 

online dan offline, penelitian secara offline dilakukan di beberapa 

tempat yaitu perpustakaan Universitas Nusa Putra, perpustakaan Kota 

Sukabumi dan tempat pendukung lainnya yang menyediakan fasilitas 

memadai untuk menunjang penelitian ini. Adapun secara online dalam 

penelitian ini mencakup media elektronik seperti internet, e-book dan 

jurnal hukum lainnya yang sesuai. 
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7. Jadwal Penelitian 

 

No Kegiatan Waktu Penelitian Tahun 2025 

April Mei Juni Juli Agustus 

1. Penyusunan 

dan Pengajuan 

Judul 

     

2. Penyerahan 

Proposal dan 

Penelitian 

     

3. Seminar 

Proposal 

     

4. Perizinan 

Administrasi 

Penelitian 

     

5. Pengumpulan 

Data 

     

6. Pengolahan 

Data dan 

Analisis 

     

7. Penyusunan 

Skripsi 

     

8. Pengumpulan 

Skripsi 

     

9. Sidang Skripsi      

 

 

F. Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, 

maka penulisan penelitian ini dibuat dan dissususn dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan adalah bagian yang memuat latar belakang masalah 

dalam penelitian ini yang mencakup konteks dan alasan mengapa penelitian 
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ini diperlukan lalu memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

pemikiran sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika 

dalam penulisan. Lalu metode penelitian yang menguraikan tentang langkah 

yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, 

cara pengumpulan dan mengolah data lalu menganalisis data. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka merupakan salah satu elemen penting dalam 

sebuah penelitian. Tinjauan pustaka harus mengidentifikasikan karya-karya 

sebelumnya atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan 

pembahasan pada penelitian, termasuk teori, konsep dan temuan yang telah 

ada dan bisa mendefinisikan serta memberikan pengertian dari bahan yang 

menjadi objek penelitian. 

BAB III. DATA PENELITIAN 

 

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tentang data yang 

diperoleh dari penelitian, berupa data primer, data sekunder maupun data 

tersier. 

BAB IV. ANALISIS DATA/PEMBAHASAN DALAM PENELITIAN 

 

Bagian ini menguraikan tentang hasil dan proses pada pembahasan 

yaitu tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan 

Dissenting Opinion khususnya pada hakim yang menolak gugatan dan 

apakah itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan 

yang ada di Indonesia dan implikasi dari adanya Dissenting Opinion 
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tersebut. 

 

BAB V. PENUTUP 

 

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini yang berisi 

kesimpulan singkat mengenai hasil pembahasan dan beberapa saran dari 

penulis. 



28 
 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Fenomena Dissenting Opinion atau perbedaan pendapat antara para 

hakim dalam putusan perkara perdata yang menolak permohonan pada 

peradilan semakin meningkat dan menjadi bagian penting dalam proses 

peradilan di Indonesia. Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 

1048 PK/Pdt/2020 menunjukan bahwa terdapat Dissenting Opinion atau 

perbedaan pendapat terkait keputusan bahwa PT. Kencana Namora 

Indonesia merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga Akta Jual 

Beli adalah sah dan sita jaminan tidak sah. Perbedaan pendapat ini 

menimbulkan tantangan terhadap integritas hukum, prekditabilitas 

sebuah putusan, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan 

karena belum adanya aturan hukum yang jelas mengatur secara eksplisit 

keberadaan Dissenting Opinion. Oleh karena itu perlu diadakannya 

regulasi khusus yang memberi landasan hukum yang kuat bagi 

Dissenting Opinion agar tidak hanya menjadi formalitas saja dalam 

putusan. 

2. Keberadaan Dissenting Opinion dalam sebuah putusan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap integritas hukum, kepastian hukum, 

dan kepercayaan publik terutama pada sistem peradilan di Indonesia. 

Dissenting Opinion membuka ruang bagi hakim untuk mengemukakan 

 

90 
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pendapat alternatif yang lebih dan beragam, sehingga memungkinkan 

adanya pengembangan yurisprudensi yang progresif dan memperkaya 

kualitas pertimbangan hukum. 

B. Saran 

 

1. Saran dari penulis terhadap peran dan keberadaan Dissenting Opinion 

ini perlu segera menyusun regulasi khusus yang secara eksplisit 

mengatur keberadaan, ruang lingkup, dan implikasi hukum dari 

Dissenting Opinion pada setiap putusan khususnya pada putusan 

perdata. Yang mana regulasi ini harus mampu memberikan landasan 

hukum yang kokoh dan memastikan Dissenting Opinion tidak hanya 

formalitas saja, melainkan memiliki bobot hukum yang jelas dalam 

putusan peradilan. Dengan dibentuknya regulasi yang komprehensif ini 

diharapkan dapat memperkuat prinsip integritas hukum, meningkatkan 

kepastian putusan, yang pada akhirnya ini akan memperbesar 

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia dengan 

menyediakan wadah yang bersifat transparan bagi perbedaan pandangan 

di antara hakim. 

2. Menurut penulis setelah melakukan penelitian ini, disarankan bagi 

Mahkamah Agung untuk mengembangkan pedoman internal atau Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang lebih rinci mengenai prosedur, 

tata cara pencatatan, dan pertimbangan hukum pada Dissenting Opinion 

karena banyaknya pengaruh Dissenting Opinion dalam sistem peradilan 

hukum perdata di Indonesia, kendala utama yang harus diperhatikan 
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yaitu mengenai keterbatasan status hukum Dissenting Opinion dalam 

sistem hukum di Indonesia yang belum memberikan kekuatan hukum 

yang mengikat secara normatif. 
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